
 

 
 

BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR    22  TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  

 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya tertib pelaksanaan mutasi dan 

penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 

kebutuhan dan formasi pada Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran, perlu pengaturan mekanisme 

perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten  Pangandaran; 

b. bahwa Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 

2015 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran 

sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu 

diubah dan disesuaikan; 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan 

kepastian hukum dalam pelaksanaan perpindahan 

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pangandaran perlu 

dibuat pedoman perpindahan Pegawai Negeri Sipil; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pedoman 

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011, 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019, 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5363); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

391); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan 
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Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); 

13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 

70); 

 

  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.  

   

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 

manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.    

5. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang 

PNS dalam suatu satuan organisasi negara. 
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6. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 

1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, dan 

perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas 

permintaan sendiri. 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

organisasi kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas 

Teknis, Lembaga Teknis, Kecamatan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran. 

8. Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat SKP adalah suatu daftar yang memuat hasil 

penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri 

Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditanda 

tangani oleh Pejabat Penilai. 

 

  Pasal 2 

(1) PD Kabupaten Pangandaran menyusun rencana mutasi 

PNS di lingkungannya. 

(2) Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai 

berikut: 

a. kompetensi; 

b. pola karier; 

c. pemetaan pegawai; 

d. kelompok rencana suksesi (talent pool); 

e. perpindahan dan pengembangan karier; 

f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; 

g. kebutuhan organisasi; dan 

h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung 

pada klasifikasi Jabatan. 

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Mutasi PNS dalam satu Instansi Daerah; 

b. Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu 

Provinsi; 

c. Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, 

antar Provinsi;  
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d. Mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi 

Pusat atau sebaliknya; dan 

e. Mutasi ke Perwakilan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia di Luar Negeri.   

(4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan 

persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola 

karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. 

(5) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip 

larangan konflik kepentingan. 

(6) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi 

sebagaimana dimaksud ayat (3), PNS dapat 

mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas 

permintaan sendiri.  

 

Pasal 3 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perpindahan 

Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

   

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. 

 

 



Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 

 Ditetapkan di  

 pada tanggal 22 Maret 2022 

 BUPATI PANGANDARAN, 

    ttd. 

H. JEJE WIRADINATA

Diundang di Parigi 

pada tanggal 22 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 

 ttd. 

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 22


